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Kebebasan berekspresi di era digital menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi 

aktivis mahasiswa yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan kritik dan 

mendorong partisipasi publik. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji isu ini 

dari perspektif hukum atau literasi digital secara terpisah sehingga kajian yang 

mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dan Pendidikan Kewarganegaraan 

masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kebebasan 

berekspresi aktivis mahasiswa di ruang digital serta implikasinya terhadap 

Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat mahasiswa Universitas 

Bengkulu yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Data dianalisis menggunakan 

model Miles, Huberman, dan Saldana serta divalidasi melalui triangulasi sumber dan 

teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan dan media 

sosial menjadi ruang praktik kewarganegaraan yang mendukung advokasi, 

partisipasi publik, dan penyampaian aspirasi mahasiswa. Namun, informan masih 

menghadapi intimidasi, serangan akun anonim, ancaman doxing, serta kekhawatiran 

terhadap penafsiran regulasi digital yang berpotensi menimbulkan chilling effect. 

Penelitian juga menemukan bahwa literasi digital dan etika komunikasi berperan 

penting dalam mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan perlu 

memperkuat kompetensi kewarganegaraan digital melalui literasi digital, 

kemampuan berpikir kritis, kesadaran etis, serta pemahaman hak dan tanggung jawab 

warga negara di ruang digital. 

 

Keywords : 

Kebebasan Berekspesi, 

Aktivisme Digital, 

Hak Asasi Manusia, 

Pendidikan 

Kewarganegaraan, 

Literasi digital 

How to Cite : ABSTRACT 

Sari, A. D. I., Hidayat, 

K., & Fatimah, S. (2026). 

Dinamika Kebebasan 

Berekspresi Aktivis di 

Era Digital: Perspektif 

HAM dan Pendidikan 

Kewarganegaraan. 
Jurnal Pancasila dan 

Kewarganegaraan, 

11(2), pp. 258-271. DOI: 

http://dx.doi.org/10.2426

9/jpk. v11i2.13711 

The Dynamics of Activist Freedom of Expression in the Digital Era: A Human 

Rights and Civic Education Perspective. Freedom of expression in the digital era 

faces various challenges, particularly for student activists who use social media to 

express criticism and encourage public participation. Previous studies have examined 

this issue from legal or digital literacy perspectives separately, while research 

integrating human rights and Civic Education remains limited. This study aims to 

analyze the dynamics of student activists’ freedom of expression in digital spaces 

and its implications for Civic Education. A qualitative approach was employed 

through semi-structured interviews with four University of Bengkulu students 

involved in student organizations. Data were analyzed using the Miles, Huberman, 

and Saldana model and validated through source and theory triangulation. The 

findings show that student organizations and social media serve as spaces for 

citizenship practice, supporting advocacy, public participation, and the expression of 

aspirations. However, participants still face intimidation, anonymous account 

attacks, doxing, and concerns regarding digital regulations that may create a chilling 

effect. The study also finds that digital literacy and communication ethics play an 

important role in promoting responsible freedom of expression. It concludes that 

Civic Education should strengthen digital citizenship competencies through digital 

literacy, critical thinking, ethical awareness, and an understanding of rights and 

responsibilities in digital spaces. 
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PENDAHULUAN 

Kebebasan berekspresi merupakan salah 

satu hak fundamental yang melekat pada setiap 

individu dan telah diakui secara universal 

sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi secara sewenang-wenang. 

Dikdik dan Gultom (2015) menjelaskan bahwa 

kebebasan berpendapat dan berekspresi 

merupakan hak konstitusional yang dijamin 

negara bagi setiap warga negara, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap 

orang untuk berserikat, berkumpul, dan 

menyampaikan pendapat. Pasal 28F UUD 1945 

juga menegaskan bahwa setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi serta menyampaikan 

informasi melalui berbagai saluran yang 

tersedia. Ketentuan konstitusional ini 

mencerminkan komitmen Indonesia dalam 

mengintegrasikan standar HAM internasional ke 

dalam sistem hukum nasional sebagai landasan 

perlindungan kebebasan berekspresi warga 

negara. 

 Perkembangan teknologi digital 

membawa perubahan besar terhadap cara 

masyarakat menyampaikan pendapat. Media 

sosial kini menjadi salah satu sarana utama bagi 

masyarakat untuk berbagi informasi, 

menyuarakan aspirasi, sekaligus mengorganisir 

gerakan sosial secara kolektif. Aktivitas 

komunikasi di ruang digital berlangsung sangat 

cepat dan menjangkau masyarakat dalam jumlah 

yang luas dalam waktu yang jauh lebih singkat 

dibandingkan media konvensional. Berdasarkan 

Survei Profil Internet Indonesia 2025 yang dirilis 

oleh APJII, tingkat penetrasi internet di 

Indonesia mencapai 80,66% dari total populasi 

nasional (APJII, 2025). Data tersebut 

menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap 

ruang digital terus mengalami peningkatan. 

Ruang digital pun menjadi arena baru bagi 

praktik demokrasi partisipatoris, di mana warga 

negara tidak lagi sekadar menjadi konsumen 

informasi, melainkan juga aktor aktif yang 

memproduksi wacana publik. Mahasiswa 

sebagai bagian dari masyarakat sipil turut 

memanfaatkan ruang digital ini untuk 

menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik 

dan isu-isu sosial, menjadikan mereka salah satu 

kelompok yang paling aktif dalam aktivisme 

digital di Indonesia. Fenomena tersebut 

menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di 

ruang digital perlu diimbangi dengan etika 

digital kewargaan agar partisipasi masyarakat 

tetap berlangsung secara bertanggung jawab dan 

sejalan dengan nilai-nilai demokrasi (Randiawan 

dkk., 2025). 

 Peluang besar yang ditawarkan ruang 

digital ternyata tidak hadir tanpa persoalan. 

Daimah dan Krisch (2025) menjelaskan bahwa 

dinamika kebebasan berekspresi di ruang digital 

sering kali dipengaruhi oleh batas yang 

multitafsir antara ekspresi politik dan 

pelanggaran hukum, kondisi yang dapat 

memunculkan fenomena chilling effect ketika 

masyarakat memilih membatasi diri dalam 

menyampaikan pendapat. Hardiyati dan 

Multazam (2025) juga menjelaskan bahwa kritik 

terhadap pemerintah di media sosial sering 

menghadapi pembatasan yang memengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam diskusi publik. 

Saputra dkk. (2025) menambahkan bahwa 

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

batas antara kritik dan ujaran kebencian dapat 

menimbulkan multitafsir dalam penggunaan 

regulasi digital, yang pada akhirnya membuat 

ruang digital rentan terhadap konflik informasi 

maupun pelaporan hukum. Kondisi ini semakin 

nyata ketika Ketua BEM Universitas Gadjah 

Mada, Tiyo Ardianto, menerima ancaman 

setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan 

pemerintah, termasuk ancaman yang menyasar 

keluarganya melalui pesan intimidatif di 

WhatsApp (Maharani, 2026). Peristiwa ini 

menjadi cermin nyata bahwa aktivisme 

mahasiswa di ruang digital tidak selalu 

berlangsung dalam situasi yang aman dan bebas 

dari tekanan. 

 Berbagai penelitian terdahulu telah 

mengkaji isu kebebasan berekspresi di ruang 

digital dari berbagai sudut pandang. Daimah dan 

Krisch (2025) mengkaji batas antara kebebasan 

berekspresi dan ujaran kebencian dalam 

perspektif hukum digital. Hardiyati dan 

Multazam (2025) menelaah batasan kritik 

terhadap pemerintah di media sosial serta 

implikasinya terhadap partisipasi publik. 

Sementara itu, Nurfauziyanti dkk. (2022) 

menunjukkan bahwa literasi digital memiliki 

peran penting dalam membentuk wawasan 

kebangsaan mahasiswa. Masduki dan 
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Wendratama (2025) juga menjelaskan bahwa 

ruang digital dapat menjadi sarana partisipasi 

demokratis yang sehat apabila masyarakat 

memiliki kecakapan literasi sipil yang memadai. 

Hariyadi dan Saleh (2022) menegaskan bahwa 

penguatan digital citizenship perlu didukung 

oleh kecakapan berpikir kritis, komunikasi, 

kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi secara 

bertanggung jawab. 

 Perspektif Pendidikan 

Kewarganegaraan memandang kebebasan 

berpendapat sebagai salah satu unsur penting 

dalam kehidupan demokratis karena 

memungkinkan warga negara menyampaikan 

pandangan, kritik, dan aspirasi terhadap berbagai 

kebijakan publik. Widodo (2018, hlm. 72) 

menjelaskan bahwa mahasiswa sebagai warga 

masyarakat akademis perlu memiliki 

kedewasaan berpolitik yang ditunjukkan melalui 

sikap bijaksana, tidak emosional, serta mampu 

menyampaikan aspirasi secara bertanggung 

jawab tanpa tindakan anarkis. Pandangan 

tersebut sejalan dengan temuan Sulton dkk. 

(2022) yang menunjukkan bahwa perilaku 

politik mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik yang berasal dari karakter individu 

maupun lingkungan sosial dan politik di 

sekitarnya. Temuan ini menunjukkan bahwa 

partisipasi politik mahasiswa terbentuk melalui 

proses sosial dan pembelajaran yang turut 

memengaruhi cara mereka memahami serta 

mengekspresikan pandangan dalam kehidupan 

demokratis.  Oleh karena itu, pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban dalam penggunaan 

ruang digital perlu ditanamkan melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan agar masyarakat 

mampu mengekspresikan pendapatnya secara 

bertanggung jawab sesuai dengan prinsip 

demokrasi (Halimah & Hidayah, 2024). 

 Meskipun berbagai penelitian telah 

membahas aspek hukum, literasi digital, dan 

partisipasi demokratis di ruang digital, kajian 

yang secara spesifik menelaah pengalaman 

langsung aktivisme mahasiswa di ruang digital 

masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak 

penelitian yang mengintegrasikan perspektif 

HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan secara 

bersamaan untuk memahami dinamika 

kebebasan berekspresi mahasiswa. 

 Celah inilah yang menjadi titik tolak 

penelitian ini. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya yang umumnya mengkaji 

kebebasan berekspresi dari perspektif hukum 

atau literasi digital secara terpisah, penelitian ini 

mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia 

dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

menganalisis pengalaman aktivis mahasiswa di 

ruang digital. Kebaruan penelitian ini terletak 

pada fokusnya terhadap pengalaman langsung 

aktivis mahasiswa sebagai subjek kajian serta 

analisis implikasinya terhadap penguatan 

Pendidikan Kewarganegaraan di era demokrasi 

digital. Penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya kajian mengenai kebebasan 

berekspresi mahasiswa di ruang digital serta 

memberikan masukan bagi penguatan 

Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dinamika kebebasan berekspresi aktivis 

mahasiswa di ruang digital, mengidentifikasi 

peran media sosial dalam proses penyampaian 

aspirasi publik, serta menganalisis implikasinya 

dalam kerangka HAM dan Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam konteks demokrasi 

digital Indonesia. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk memahami secara mendalam 

pengalaman aktivis mahasiswa terkait 

kebebasan berekspresi di ruang digital. 

Penelitian dilaksanakan di Universitas Bengkulu 

pada periode Maret hingga Juni 2026. Pemilihan 

informan dilakukan secara purposive sampling 

dengan mempertimbangkan keterlibatan aktif 

dalam organisasi kemahasiswaan serta 

pengalaman dalam menyampaikan aspirasi 

melalui media digital. 

Informan penelitian berjumlah empat 

orang mahasiswa Universitas Bengkulu yang 

aktif dalam organisasi kemahasiswaan. 

Informan pertama adalah FA, mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD), Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP), angkatan 2022, yang 

menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa 

Universitas Bengkulu periode 2026 dan 

memiliki pengalaman sebagai Wakil Gubernur 

BEM FKIP serta Dewan Penasihat Organisasi 

BEM. Informan kedua adalah MGA, mahasiswa 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

angkatan 2022, yang menjabat sebagai Presiden 

Mahasiswa Universitas Bengkulu periode 2026. 
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Informan ketiga adalah PF, mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 

angkatan 2024, yang menjabat sebagai Ketua 

Himpunan Mahasiswa (HIMA) 2026. Informan 

keempat adalah MRF, mahasiswa Program Studi 

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP), angkatan 2021, yang aktif 

berorganisasi sejak sekolah menengah hingga 

perguruan tinggi serta pernah menjabat sebagai 

Gubernur Mahasiswa FISIP tahun 2024 dan 

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas 

Bengkulu periode 2025. 

Data penelitian dikumpulkan melalui 

wawancara semi-terstruktur menggunakan 

pedoman wawancara yang telah disusun 

sebelumnya. Wawancara dilakukan secara 

bertahap selama periode penelitian, baik secara 

langsung maupun melalui media daring. Seluruh 

hasil wawancara direkam, ditranskrip secara 

verbatim, dan didokumentasikan sebagai sumber 

data penelitian. 

Analisis data dilakukan menggunakan 

model analisis interaktif dari Miles, Huberman, 

dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga 

tahapan, yaitu data condensation, data display, 

serta conclusion drawing and verification. 

Tahap data condensation dilakukan dengan 

membaca seluruh transkrip hasil wawancara 

secara menyeluruh, kemudian memilih, 

memfokuskan, dan mengelompokkan data yang 

relevan sesuai fokus penelitian. Tahap data 

display dilakukan dengan menyusun dan 

menyajikan data yang telah dikelompokkan 

dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga 

hubungan antartema dapat dipahami secara lebih 

jelas. Tahap conclusion drawing and verification 

dilakukan dengan menafsirkan temuan 

penelitian, melakukan pengecekan kembali 

terhadap data yang telah diperoleh, serta menarik 

kesimpulan berdasarkan kerangka teori 

kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi 

sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan membandingkan informasi 

yang diperoleh dari keempat informan yang 

memiliki latar belakang organisasi dan bidang 

keilmuan yang berbeda sehingga temuan 

penelitian tidak hanya mencerminkan perspektif 

satu kelompok, tetapi juga merepresentasikan 

pengalaman aktivis mahasiswa dari berbagai 

lingkungan akademik. Triangulasi teori 

dilakukan dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan berbagai referensi akademik 

yang relevan mencakup perspektif hukum, hak 

asasi manusia, dan Pendidikan 

Kewarganegaraan sehingga interpretasi yang 

dihasilkan memiliki landasan konseptual yang 

kuat dan mampu menangkap dinamika 

kebebasan berekspresi di ruang digital secara 

lebih komprehensif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Organisasi Kemahasiswaan sebagai Ruang 

Praktik Kewarganegaraan 

FA menjelaskan bahwa keterlibatannya 

dalam organisasi dimulai pada tahun 2024 

melalui bidang media dan informasi. Awalnya, 

ia tertarik untuk mendokumentasikan berbagai 

kegiatan aksi mahasiswa. Namun, seiring 

berjalannya waktu, keterlibatan tersebut 

membuatnya memahami berbagai isu yang 

diperjuangkan dalam setiap kegiatan organisasi. 

Pengalaman tersebut memperluas wawasannya 

mengenai persoalan sosial dan kebijakan publik 

yang berkembang di masyarakat. Dari 

pengalaman tersebut dapat dipahami bahwa 

organisasi kemahasiswaan tidak hanya menjadi 

wadah pengembangan minat mahasiswa, tetapi 

juga berperan dalam meningkatkan kesadaran 

terhadap berbagai persoalan publik yang terjadi 

di lingkungan sekitar. 

Selain memperoleh pemahaman 

mengenai berbagai persoalan publik, FA juga 

mengungkapkan adanya stigma terhadap 

mahasiswa yang aktif dalam organisasi dan 

gerakan sosial. Ia pernah menerima pandangan 

bahwa mahasiswa program studi keguruan 

seharusnya hanya berfokus pada profesi guru 

dan tidak perlu terlibat dalam aksi maupun 

kepemimpinan organisasi. Meskipun demikian, 

FA menegaskan bahwa setiap mahasiswa 

memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan demokratis dan 

menyampaikan pendapatnya sebagai warga 

negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

partisipasi mahasiswa dalam ruang publik masih 

menghadapi berbagai tantangan sosial yang 

dapat memengaruhi keterlibatan mereka dalam 

organisasi. Padahal, kebebasan berpendapat dan 

berorganisasi merupakan bagian penting dari 

kehidupan demokratis yang perlu dihormati dan 

dilindungi. 

Pandangan mengenai pentingnya 

partisipasi mahasiswa juga disampaikan oleh 

MGA. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran 
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sebagai agent of change, social control, iron 

stock, penjaga moral, dan teladan bagi 

masyarakat. Organisasi kemahasiswaan menjadi 

ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan 

peran-peran tersebut melalui penyampaian 

aspirasi, pengawalan kebijakan publik, serta 

berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Keterlibatan dalam organisasi mendorong 

mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap 

berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Hal ini memperlihatkan bahwa 

organisasi berkontribusi dalam membentuk 

kesadaran sosial dan tanggung jawab 

kewarganegaraan mahasiswa melalui 

pengalaman partisipasi yang nyata. 

Pandangan yang hampir serupa 

disampaikan oleh PF yang menilai bahwa 

organisasi kemahasiswaan merupakan wadah 

bagi mahasiswa untuk belajar menjadi warga 

negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. 

Organisasi memberikan ruang bagi mahasiswa 

untuk terlibat dalam kegiatan advokasi, 

penyampaian aspirasi, diskusi kebijakan publik, 

hingga aksi demonstrasi sebagai bentuk 

partisipasi demokratis. Selain itu, mahasiswa 

juga memperoleh pengalaman dalam 

menghargai perbedaan pendapat dan 

membangun komunikasi dengan berbagai pihak. 

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa 

organisasi tidak hanya menjadi sarana 

pengembangan diri, tetapi juga menjadi arena 

pembelajaran demokrasi yang berlangsung 

secara langsung. Melalui proses tersebut, 

mahasiswa belajar memahami pentingnya 

keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

Sementara itu, MRF menjelaskan bahwa 

organisasi kemahasiswaan menjadi sarana 

penting bagi mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuan yang tidak selalu diperoleh melalui 

pembelajaran di kelas. Pengalamannya 

berorganisasi sejak sekolah menengah hingga 

perguruan tinggi memberikan kesempatan untuk 

belajar mengenai kepemimpinan, komunikasi 

publik, advokasi, koordinasi, dan pemecahan 

masalah. Menurutnya, kemampuan tersebut 

sangat dibutuhkan ketika mahasiswa berhadapan 

dengan berbagai persoalan di masyarakat. 

Keterangan yang disampaikan MRF 

memperlihatkan bahwa organisasi berperan 

dalam mengembangkan keterampilan 

kewarganegaraan yang diperlukan untuk 

berpartisipasi secara aktif dan bertanggung 

jawab dalam kehidupan sosial. 

Berbagai pengalaman yang disampaikan 

para informan menunjukkan bahwa organisasi 

kemahasiswaan memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk belajar melalui 

pengalaman langsung. Mahasiswa tidak hanya 

memperoleh pengetahuan mengenai demokrasi 

dan kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga 

mengalami proses penyampaian aspirasi, 

diskusi, pengambilan keputusan, serta 

keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial. 

Pengalaman tersebut membantu mahasiswa 

memahami hubungan antara hak dan tanggung 

jawab sebagai warga negara. Dalam konteks ini, 

terlihat bahwa organisasi kemahasiswaan 

menjadi lingkungan pembelajaran yang 

memungkinkan mahasiswa mempraktikkan 

nilai-nilai kewarganegaraan dalam situasi yang 

nyata. Proses tersebut sekaligus memperkuat 

kemampuan mahasiswa untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan demokratis. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan 

Bhakti (2020) yang menjelaskan bahwa 

keterlibatan dalam organisasi dapat memperkuat 

kapasitas individu dalam melakukan advokasi 

terhadap kepentingan publik. Selain itu, Mozin 

dkk. (2025) menegaskan bahwa demokrasi 

partisipatif membutuhkan warga negara yang 

tidak hanya memahami hak dan kewajibannya 

secara normatif, tetapi juga memiliki 

pengalaman nyata dalam 

mengimplementasikannya. Dari perspektif 

Pendidikan Kewarganegaraan, hasil penelitian 

ini juga mendukung pandangan Firdausi dkk. 

(2025) dan Purwadi dkk. (2024) yang 

menekankan pentingnya pengalaman 

kontekstual dalam membentuk kesadaran, 

keterampilan, dan partisipasi kewarganegaraan. 

Dengan demikian, organisasi kemahasiswaan 

dapat dipahami sebagai sarana yang mendukung 

pembentukan warga negara yang aktif, kritis, 

dan bertanggung jawab. 

  

Media Sosial sebagai Instrumen Advokasi 

dan Dokumentasi Publik 

Media sosial telah menjadi bagian penting 

dalam aktivitas advokasi mahasiswa di era 

digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

FA, MGA, PF, dan MRF, media sosial tidak 
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hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, 

tetapi juga sebagai ruang penyebaran informasi, 

dokumentasi kegiatan, serta pembentukan opini 

publik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa 

ruang partisipasi masyarakat tidak lagi terbatas 

pada aktivitas langsung di lapangan, tetapi juga 

meluas ke ruang digital yang lebih cepat dan 

terbuka. Dalam konteks ini, media sosial 

memperluas akses masyarakat terhadap 

informasi dan isu-isu sosial yang sedang 

berkembang. 

Menurut FA, media sosial sangat 

membantu dalam menyebarkan informasi aksi 

mahasiswa karena mampu menjangkau 

masyarakat secara luas dalam waktu singkat. FA 

yang terlibat dalam bidang media organisasi 

menjelaskan bahwa dokumentasi seperti foto, 

video, dan siaran langsung digunakan untuk 

memperlihatkan kondisi di lapangan kepada 

publik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial 

berperan sebagai jembatan antara peristiwa 

langsung dengan masyarakat yang tidak hadir 

secara fisik. Kondisi ini sejalan dengan 

pandangan Hidayat dkk. (2025) yang 

menjelaskan bahwa media sosial memiliki 

pengaruh besar dalam memperluas jangkauan 

pesan dan membentuk pemahaman publik 

terhadap suatu peristiwa. 

FA juga menambahkan bahwa 

dokumentasi aksi yang ia unggah pada tahun 

2024 pernah memperlihatkan situasi represif di 

lapangan dan mendapat perhatian luas dari 

masyarakat, bahkan digunakan dalam proses 

hukum. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 

media sosial memiliki fungsi sebagai arsip 

digital yang dapat digunakan kembali sebagai 

bukti atau rujukan peristiwa. Dalam konteks ini, 

Masduki dan Wendratama (2025) menegaskan 

bahwa dokumentasi digital dapat menjadi 

instrumen pengawasan publik terhadap berbagai 

peristiwa sosial. Dengan demikian, media sosial 

tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, 

tetapi juga sebagai ruang kontrol sosial. 

Pandangan serupa disampaikan oleh 

MGA dan PF. MGA menjelaskan bahwa media 

sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube 

dimanfaatkan untuk menyebarkan isu-isu sosial 

dan kebijakan publik agar lebih mudah diakses 

masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa 

setiap informasi harus melalui proses pengkajian 

dan verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan 

informasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

efektivitas advokasi digital sangat bergantung 

pada kualitas informasi yang disampaikan, 

sejalan dengan Digdoyo (2018, hlm. 54) yang 

menegaskan bahwa media memiliki tanggung 

jawab dalam penyampaian informasi yang 

akurat kepada publik. Sementara itu, PF menilai 

bahwa media sosial juga berperan dalam 

membangun kesadaran publik dan membuka 

ruang diskusi, di mana konten digital dapat 

memengaruhi pembentukan opini masyarakat 

sebagaimana dijelaskan oleh Laoh dkk. (2025). 

Sementara itu, MRF menjelaskan bahwa 

media sosial merupakan bagian dari 

perkembangan new media yang mengubah pola 

komunikasi masyarakat menjadi lebih terbuka 

dan interaktif. Ia menilai bahwa platform digital 

memungkinkan masyarakat untuk 

menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan 

publik, serta mengangkat isu yang dianggap 

penting. Dalam hal ini, Sidauruk dkk. (2025) 

menjelaskan bahwa dokumentasi digital dapat 

mendorong respons kolektif masyarakat 

terhadap suatu isu, karena informasi tersebar 

dengan cepat dan mudah diakses. Hal ini 

memperkuat peran media sosial sebagai sarana 

partisipasi publik yang efektif di era digital. 

Temuan dari para informan menunjukkan 

bahwa media sosial memiliki peran ganda, yaitu 

sebagai sarana advokasi dan dokumentasi 

publik. Media sosial memungkinkan penyebaran 

informasi berlangsung secara cepat, luas, dan 

interaktif, sekaligus membuka ruang partisipasi 

masyarakat dalam menyikapi berbagai isu sosial. 

Dalam konteks ini, Athallah dkk. (2025) 

menegaskan bahwa platform digital dapat 

memperluas jangkauan advokasi dan 

membangun solidaritas publik. Dengan 

demikian, media sosial dapat dipahami sebagai 

instrumen penting dalam memperkuat partisipasi 

dan pengawasan publik di era digital. 

 

Tantangan Kebebasan Berekspresi dalam 

Perspektif HAM 

Kebebasan berekspresi merupakan salah 

satu hak asasi manusia yang dijamin dalam 

sistem demokrasi. Di era digital, kebebasan ini 

semakin mudah dilakukan melalui berbagai 

platform media sosial yang memungkinkan 

individu menyampaikan pendapat, kritik, 

maupun gagasan kepada publik. Namun, hasil 

wawancara menunjukkan bahwa praktik 

kebebasan berekspresi di ruang digital masih 

menghadapi berbagai tantangan yang 

memengaruhi keberanian masyarakat dalam 

menyampaikan pendapat. 

FA mengungkapkan bahwa kebebasan 

berekspresi di ruang digital sering dihadapkan 
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pada respons sosial yang beragam, mulai dari 

dukungan hingga penolakan keras. Menurutnya, 

individu yang aktif menyuarakan isu publik 

kerap menerima komentar negatif dan tekanan 

dari sebagian pengguna media sosial. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu 

menjadi ruang yang sepenuhnya aman untuk 

menyampaikan pendapat, karena masih 

dipengaruhi oleh penerimaan sosial terhadap 

kritik yang disampaikan. 

MGA menambahkan bahwa bentuk 

tekanan tersebut juga dapat berupa intimidasi, 

serangan akun anonim, serta perdebatan yang 

bersifat menyerang pribadi ketika kritik 

disampaikan terhadap kebijakan publik. Hal ini 

memperlihatkan bahwa batas antara kebebasan 

berekspresi dan ujaran kebencian masih sering 

kabur dalam praktiknya. Daimah dan Krisch 

(2025) menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran 

terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital 

menjadi salah satu faktor yang menimbulkan 

ketegangan dalam komunikasi publik. Hardiyati 

dan Multazam (2025) juga menegaskan bahwa 

batasan dalam menyampaikan kritik terhadap 

pemerintah di media sosial masih berada dalam 

wilayah yang belum sepenuhnya jelas secara 

hukum. 

PF menjelaskan bahwa perkembangan 

teknologi digital memang memperluas ruang 

kebebasan berekspresi, tetapi di sisi lain juga 

menghadirkan rasa khawatir dalam 

menyampaikan kritik. Keberadaan regulasi 

seperti UU ITE membuat sebagian masyarakat 

lebih berhati-hati dalam berpendapat karena 

adanya kemungkinan konsekuensi hukum. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan 

berekspresi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

sosial, tetapi juga oleh faktor regulasi yang 

mengatur penggunaan ruang digital. Hal ini 

sejalan dengan Prasetyo (2022) yang 

menegaskan bahwa ruang publik yang 

demokratis seharusnya menjamin kebebasan 

berpendapat tanpa tekanan maupun dominasi 

pihak tertentu. 

MRF menambahkan bahwa kritik 

terhadap kebijakan publik sering dipandang 

secara negatif oleh sebagian masyarakat, bahkan 

dianggap sebagai bentuk permusuhan. Padahal, 

kritik merupakan bagian dari kontrol sosial 

dalam sistem demokrasi. Situasi ini dapat 

memengaruhi keberanian masyarakat dalam 

menyampaikan pendapat di ruang publik. 

Wisanjaya dan Widodo (2024) menjelaskan 

bahwa tekanan dan intimidasi di ruang digital 

dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam 

diskusi publik, sedangkan Azmi dkk. (2026) 

menyoroti adanya kesenjangan antara jaminan 

normatif kebebasan berekspresi dan 

perlindungan yang diterima masyarakat di 

lapangan. 

Selain itu, tantangan kebebasan 

berekspresi juga dapat berkembang menjadi 

bentuk yang lebih serius seperti doxing, yaitu 

penyebaran data pribadi tanpa izin. Praktik ini 

berpotensi mengganggu rasa aman individu dan 

membatasi keberanian dalam menyampaikan 

pendapat di ruang publik. Balqis dan Monggilo 

(2023) menjelaskan bahwa doxing merupakan 

ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi 

di ruang digital. Utami (2025) menambahkan 

bahwa praktik tersebut termasuk dalam 

pelanggaran hak privasi di ruang siber, 

sedangkan Armaini dkk. (2025) menjelaskan 

bahwa doxing sering digunakan sebagai bentuk 

tekanan terhadap individu yang menyampaikan 

kritik. 

Meskipun demikian, para informan tetap 

memandang bahwa kebebasan berekspresi harus 

dijalankan secara bertanggung jawab. PF 

menekankan bahwa kritik perlu disampaikan 

berdasarkan data dan fakta yang valid, 

sedangkan MRF menilai bahwa penggunaan 

media digital harus diarahkan untuk edukasi dan 

advokasi yang konstruktif. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya 

berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan 

tanggung jawab sosial dalam penggunaannya. 

Amelia (2025) menegaskan bahwa aktivis digital 

perlu memahami regulasi yang berlaku, 

sementara Fahira (2025) menambahkan bahwa 

perlindungan terhadap warga negara di ruang 

digital perlu diperkuat agar kebebasan 

berekspresi dapat berjalan secara aman dan 

bertanggung jawab. 

 

Literasi Digital dan Etika Komunikasi di 

Ruang Digital 

 FA mengungkapkan bahwa kemampuan 

menyaring dan memverifikasi informasi 

sebelum menyebarkannya merupakan 

keterampilan yang diperoleh melalui proses 

belajar dan pengalaman berorganisasi. Menurut 

informan, tidak semua informasi yang beredar di 

media sosial dapat langsung dipercaya sehingga 

diperlukan kehati-hatian sebelum 

membagikannya kepada orang lain. Pandangan 

yang serupa juga disampaikan oleh MGA yang 

menekankan pentingnya melakukan verifikasi 

sumber dan pengkajian isu sebelum suatu 
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informasi dipublikasikan kepada masyarakat. 

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi digital 

tidak hanya berkaitan dengan kemampuan 

menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan 

berpikir kritis dalam menilai kebenaran 

informasi. Rahmania dkk. (2024) menemukan 

bahwa literasi digital yang kuat, termasuk 

kemampuan memverifikasi informasi sebelum 

menyebarkannya, berkontribusi signifikan 

terhadap kualitas partisipasi demokrasi di ruang 

digital. 

PF menjelaskan bahwa perkembangan 

media sosial memberikan ruang yang lebih luas 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

diskusi publik. Namun, menurut informan, 

kemudahan tersebut juga diikuti oleh 

meningkatnya penyebaran hoaks, framing 

informasi, dan pengaruh berbagai pihak yang 

dapat memengaruhi cara masyarakat memahami 

suatu peristiwa. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa akses informasi yang luas belum tentu 

diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam 

memilah informasi yang benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Kemampuan literasi 

digital menjadi penting agar masyarakat tidak 

mudah terpengaruh oleh informasi yang 

menyesatkan. 

MRF mengungkapkan bahwa interaksi di 

media sosial tidak selalu berlangsung secara 

sehat dan produktif. Menurut informan, 

perbedaan pendapat mengenai isu-isu publik 

sering berkembang menjadi perdebatan yang 

lebih berorientasi pada serangan personal 

dibandingkan pembahasan substansi persoalan. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang 

digital masih menghadapi tantangan dalam 

membangun budaya diskusi yang rasional dan 

konstruktif. Juditha (2025) menemukan bahwa 

percakapan di media sosial kerap 

memperlihatkan polarisasi pandangan sekaligus 

penyebaran informasi tidak akurat yang 

mempersempit ruang dialog rasional di 

masyarakat digital. Gustin dkk. (2024) juga 

menunjukkan bahwa interaksi komentar di 

media sosial sering menampilkan fenomena 

echo chamber, yaitu kondisi ketika pengguna 

lebih banyak berinteraksi dengan pandangan 

yang sejalan dengan keyakinannya sehingga 

ruang diskusi menjadi kurang terbuka terhadap 

perspektif yang berbeda. 

MGA menegaskan bahwa masyarakat 

tidak seharusnya menerima informasi secara 

instan tanpa melakukan pengecekan terlebih 

dahulu. Menurut informan, kemampuan berpikir 

kritis dan memverifikasi informasi merupakan 

bagian penting dalam membangun budaya 

demokrasi yang sehat. Pandangan tersebut 

diperkuat oleh PF yang menilai bahwa 

rendahnya literasi digital masih menjadi salah 

satu tantangan utama dalam kehidupan 

masyarakat digital saat ini. Temuan tersebut 

sejalan dengan Sari (2022) yang menjelaskan 

bahwa literasi digital berperan dalam 

membentuk kemampuan berpikir kritis, 

mengevaluasi informasi, serta menggunakan 

teknologi digital secara bertanggung jawab 

sebagai bagian dari kewarganegaraan digital. 

Perkembangan teknologi digital yang 

semakin pesat juga menjadi perhatian para 

informan. MRF menilai bahwa kemajuan 

teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan 

buatan, menghadirkan berbagai peluang 

sekaligus tantangan baru dalam komunikasi 

digital. Menurut informan, masyarakat perlu 

memiliki kemampuan untuk memahami dan 

mengevaluasi informasi secara kritis agar tidak 

mudah terpengaruh oleh konten yang 

menyesatkan. Batubara dkk. (2024) menjelaskan 

bahwa literasi digital mencakup kemampuan 

memahami, mengevaluasi, dan menggunakan 

informasi secara kritis dalam berbagai konteks 

komunikasi digital. Bukhori dkk. (2025) juga 

menunjukkan bahwa tantangan etika komunikasi 

digital tidak hanya berkaitan dengan ujaran 

kebencian, tetapi juga menyangkut integritas 

konten yang diproduksi dan disebarluaskan 

melalui media digital. 

Aspek etika komunikasi digital juga 

menjadi perhatian penting dalam hasil 

wawancara. FA mengungkapkan bahwa 

penyampaian aspirasi harus dilakukan secara 

bertanggung jawab dan tetap menghormati pihak 

lain. Pandangan serupa disampaikan oleh MRF 

yang menekankan pentingnya toleransi, 

penghormatan terhadap perbedaan pendapat, 

dan penggunaan media sosial untuk tujuan 

edukatif serta advokatif. Sementara itu, PF 

menegaskan bahwa kritik yang disampaikan 

kepada publik harus didasarkan pada fakta dan 

data yang valid. Temuan ini menunjukkan 

bahwa kebebasan berekspresi perlu diimbangi 

dengan tanggung jawab moral dalam 

berkomunikasi. Indah dkk. (2025) menjelaskan 

bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat 

menjadi landasan etis dalam mencegah berbagai 

perilaku negatif di ruang digital, termasuk 

cyberbullying, sekaligus membimbing 

mahasiswa melakukan advokasi secara 

bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut menjadi 
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fondasi penting dalam membentuk warga digital 

yang tidak hanya cakap menggunakan teknologi, 

tetapi juga mampu berkomunikasi secara 

beradab dan bertanggung jawab. 

 

Implikasi terhadap Pendidikan 

Kewarganegaraan di Era Digital 

Perkembangan teknologi digital telah 

membawa perubahan yang signifikan dalam 

kehidupan masyarakat, termasuk dalam 

pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. 

Kehadiran media digital memberikan peluang 

yang lebih luas bagi masyarakat untuk 

memperoleh informasi, menyampaikan 

pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan 

demokratis. Oleh karena itu, pendidikan 

kewarganegaraan perlu menyesuaikan diri 

dengan perkembangan tersebut agar mampu 

membentuk warga negara yang kritis, 

bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi 

dengan dinamika era digital. 

FA berpendapat bahwa pembelajaran 

pendidikan kewarganegaraan tidak seharusnya 

hanya berfokus pada teori, tetapi juga perlu 

dikaitkan dengan isu-isu aktual yang terjadi di 

lingkungan sekitar, sehingga mahasiswa dapat 

lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai 

warga negara serta mampu berpartisipasi secara 

aktif dalam kehidupan demokratis. Lebih jauh, 

FA menekankan bahwa sebagai calon guru, 

mahasiswa PGSD tidak hanya bertugas 

menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga 

memiliki tanggung jawab membimbing peserta 

didik agar mampu memilah informasi, 

memverifikasi sumber, dan menggunakan media 

digital secara bijaksana sejak usia dini. Temuan 

ini berimplikasi pada PKn dalam hal perlunya 

reorientasi peran guru sebagai agen literasi 

digital, yakni bukan sekadar penyampai materi, 

melainkan fasilitator yang membekali peserta 

didik dengan kemampuan berpikir kritis sebagai 

bekal menghadapi derasnya arus informasi. Soffi 

dkk. (2025) menegaskan bahwa pada era Society 

5.0, literasi digital berkembang menjadi 

kompetensi kewarganegaraan yang penting bagi 

generasi muda. Sejalan dengan itu, Huda dan 

Sariyatun (2025) menunjukkan bahwa integrasi 

teknologi digital dalam pendidikan mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, 

kemandirian belajar, dan partisipasi peserta 

didik, yang mengonfirmasi bahwa kompetensi 

tersebut perlu secara eksplisit masuk dalam 

desain pembelajaran PKn. 

MGA menjelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan perlu membekali mahasiswa 

dengan kemampuan berpikir kritis, literasi 

digital, serta kesadaran terhadap hak asasi 

manusia. Menurutnya, masyarakat tidak 

seharusnya menerima informasi secara instan 

tanpa pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu, 

karena setiap informasi perlu dianalisis 

menggunakan kerangka berpikir yang rasional 

agar tidak menimbulkan kesalahan dalam 

mengambil sikap maupun menyebarkan 

informasi kepada orang lain. MGA juga 

mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan yang meningkatkan 

kepedulian terhadap persoalan masyarakat, baik 

melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan 

sosial, maupun pemanfaatan media digital 

sebagai sarana penyampaian aspirasi. Temuan 

ini berimplikasi pada PKn dalam hal kebutuhan 

menghadirkan latihan verifikasi informasi 

sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran rutin, 

sehingga kemampuan mengevaluasi sumber 

secara kritis menjadi habitus yang tertanam 

sejak dini dan bukan sekadar pengetahuan 

deklaratif yang dihafal. Tirza dkk. (2025) 

menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

mengintegrasikan literasi digital dan 

kemampuan berpikir kritis secara terpadu 

mampu meningkatkan kewarganegaraan aktif 

secara signifikan, yang memperkuat pentingnya 

pendekatan ini dalam kurikulum PKn. 

PF berpandangan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan memiliki peran strategis 

dalam membentuk generasi muda yang 

demokratis dan bertanggung jawab, tidak hanya 

sebagai sarana pembelajaran mengenai negara 

dan demokrasi, tetapi juga sebagai media 

pembentukan karakter yang mampu 

menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan 

sosial. PF juga menyoroti bahwa fenomena fear 

of missing out (FOMO) tidak selalu berdampak 

negatif apabila diarahkan pada aktivitas positif, 

meskipun rendahnya literasi digital masih 

menyebabkan sebagian masyarakat mudah 

terpengaruh hoaks maupun framing informasi 

tertentu. Selain itu, PF menekankan pentingnya 

mengembangkan budaya diskusi yang sehat agar 

mahasiswa mampu menyampaikan pendapat 

secara santun dan menghargai perbedaan 

pandangan. Temuan ini berimplikasi pada PKn 

dalam hal pentingnya mengajarkan peserta didik 

mengelola FOMO secara konstruktif, yaitu 

dengan mengarahkan dorongan untuk tidak 

ketinggalan menuju keterlibatan warga negara 

yang kritis dan produktif. Marsini (2025) 

menemukan bahwa pendekatan berbasis proyek, 

diskusi kelompok, dan studi kasus isu sosial 
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digital efektif dalam menanamkan nilai etika 

digital kepada peserta didik, yang menunjukkan 

bahwa pengembangan budaya diskusi yang 

disarankan PF dapat diwujudkan melalui metode 

pembelajaran yang kontekstual. 

MRF menjelaskan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan perlu mengintegrasikan 

kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan 

etika komunikasi dalam proses pembelajaran, 

sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi 

pengguna teknologi, tetapi juga mampu 

memanfaatkannya secara bertanggung jawab 

untuk kepentingan masyarakat. MRF 

menekankan bahwa kebebasan berekspresi perlu 

tetap dijaga dan tidak seharusnya dibatasi oleh 

kebijakan yang berpotensi membungkam kritik 

masyarakat, termasuk dalam konteks 

pengawasan publik terhadap praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). Temuan ini 

berimplikasi pada PKn dalam hal perlunya 

menumbuhkan keberanian sipil yang 

bertanggung jawab, yakni kemampuan peserta 

didik untuk menyuarakan pendapat, mengkritisi 

kebijakan, dan terlibat dalam pengawasan publik 

secara etis dan berbasis argumen yang kuat. 

Novitasari dkk. (2024) menjelaskan bahwa 

pengembangan civic disposition dapat 

membantu mahasiswa membangun sikap peduli, 

bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran 

kewarganegaraan yang diperlukan dalam 

kehidupan bermasyarakat maupun dalam 

menghadapi tantangan era digital. Sari (2025) 

menambahkan bahwa konsep kewarganegaraan 

digital perlu diintegrasikan dalam PKn guna 

menumbuhkan etika berinternet (netiquette) dan 

membentuk warga negara yang bertanggung 

jawab dalam memanfaatkan teknologi digital, 

sebuah kebutuhan yang secara langsung 

tercermin dalam pandangan MRF tentang 

pentingnya etika komunikasi di ruang digital. 

Berdasarkan keseluruhan temuan 

tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh 

informan sepakat pendidikan kewarganegaraan 

tidak lagi cukup berfokus pada penguasaan 

materi tentang negara dan kewarganegaraan 

saja. Iswandi dkk. (2025) menunjukkan bahwa 

pemanfaatan platform digital dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas 

dan partisipasi mahasiswa, sedangkan Trisiana 

dkk. (2025) menjelaskan bahwa media 

pembelajaran berbasis digital yang mendorong 

berpikir kritis dan kreatif sesuai nilai Pancasila 

dapat meningkatkan kompetensi 

kewarganegaraan. Fajri dkk. (2022) juga 

menekankan pentingnya integrasi kewargaan 

digital dalam pembelajaran PKn, sementara Isa 

(2024) menyatakan bahwa komunikasi publik 

yang baik dipengaruhi oleh kemampuan 

menyampaikan pesan secara logis, emosional, 

dan kredibel, yang relevan bagi peserta didik di 

era digital. 

Dengan demikian, implikasi penelitian ini 

terhadap PKn dapat dilihat dalam tiga hal. 

Pertama, pada kurikulum, materi PKn perlu 

diperluas dengan literasi digital, netiquette, serta 

penguatan pengawasan publik digital secara 

terintegrasi. Kedua, pada pembelajaran, PKn 

perlu menggunakan metode berbasis proyek dan 

studi kasus dari isu digital agar mahasiswa lebih 

mudah memahami penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Ketiga, pada kompetensi 

guru, diperlukan kemampuan untuk 

membimbing peserta didik agar mampu berpikir 

kritis, bersikap etis, dan bertanggung jawab 

dalam menggunakan media digital, sehingga 

mereka dapat menjadi warga negara yang aktif 

di era digital. 

 

SIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

organisasi kemahasiswaan dan media sosial 

telah menjadi ruang praktik kewarganegaraan 

yang penting bagi aktivis mahasiswa dalam 

menjalankan kebebasan berekspresi di era 

digital. Melalui keterlibatan dalam organisasi, 

mahasiswa mengembangkan kesadaran sosial, 

kemampuan berpikir kritis, serta keberanian 

untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal 

berbagai isu publik. Sementara itu, media sosial 

dimanfaatkan sebagai sarana advokasi, 

penyebaran informasi, dokumentasi publik, dan 

pengawasan sosial yang memungkinkan aspirasi 

mahasiswa menjangkau masyarakat secara lebih 

luas. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi 

kewarganegaraan mahasiswa tidak lagi 

berlangsung hanya di ruang fisik, tetapi juga 

berkembang secara aktif melalui ruang digital. 

Temuan utama penelitian ini adalah 

adanya kesenjangan antara jaminan normatif 

kebebasan berekspresi dan praktik yang dialami 

aktivis mahasiswa di ruang digital. Meskipun 

hak untuk menyampaikan pendapat telah 

dijamin oleh konstitusi, dalam praktiknya 

mahasiswa masih menghadapi berbagai 

tantangan berupa komentar negatif, intimidasi, 
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serangan akun anonim, hingga ancaman doxing. 

Selain itu, penafsiran yang beragam terhadap 

batas antara kritik, ujaran kebencian, dan 

regulasi digital juga menimbulkan kekhawatiran 

yang berpotensi mengurangi keberanian 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi 

publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kebebasan berekspresi di ruang 

digital masih memerlukan dukungan ekosistem 

yang lebih aman, inklusif, dan demokratis. 

Temuan penting lainnya menunjukkan 

bahwa literasi digital dan etika komunikasi 

merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya 

kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. 

Kemampuan memverifikasi informasi, berpikir 

kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta 

menggunakan media digital secara etis menjadi 

kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi 

tantangan berupa hoaks, polarisasi, framing 

informasi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan 

ruang digital. Dengan demikian, kebebasan 

berekspresi tidak hanya berkaitan dengan hak 

untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga 

tanggung jawab moral dalam menggunakan hak 

tersebut secara bijaksana. 

Implikasi penelitian ini terhadap 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah perlunya 

penguatan kompetensi kewarganegaraan digital 

yang mencakup literasi digital, kemampuan 

berpikir kritis, kesadaran etis, pemahaman hak 

dan kewajiban warga negara, serta pemahaman 

terhadap dinamika regulasi di ruang digital. 

Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup hanya 

menanamkan nilai-nilai demokrasi secara 

normatif, tetapi juga perlu memberikan 

pengalaman belajar yang kontekstual agar 

peserta didik mampu menghadapi berbagai 

persoalan nyata yang muncul dalam kehidupan 

digital. 

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian 

ini merekomendasikan agar institusi pendidikan 

dan organisasi kemahasiswaan memperkuat 

pendidikan literasi digital, etika komunikasi, 

serta pemahaman mengenai hak dan 

perlindungan kebebasan berekspresi di ruang 

digital. Selain itu, diperlukan upaya untuk 

membangun budaya diskusi yang lebih sehat, 

menghargai perbedaan pendapat, dan berbasis 

pada fakta agar ruang digital dapat berfungsi 

sebagai sarana partisipasi demokratis yang aman 

dan konstruktif. Penelitian selanjutnya 

disarankan melibatkan informan yang lebih 

beragam dari berbagai perguruan tinggi dan 

organisasi kemahasiswaan guna memperoleh 

pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika 

kebebasan berekspresi mahasiswa di era digital. 
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